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 BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN ASUSILA 

DAN PENGANIAYAAN OLEH OKNUM TNI 

 

 

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer 

III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. 

       Sebagaimana kasus asusila dan penganiayaan yang telah 

dijelaskan di atas, dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini 

dibagi menjadi dua hukuman yaitu hukuman hudud dan hukuman 

takzir. Dalam hukum Islam, asusila termasuk kedalam perbuatan zina, 

dengan kata lain dapat diartikan persetubuhan antara pria dan wanita 

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. 

Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat 

menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.1 Pelaku 

zina tersebut adalah ghayru muh}s}an (orang yang belum  menikah) 

maka dihukum had cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan 

selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi zina muh}s}an (orang 

yang sudah menikah) yaitu di cambuk seratus kali kemudian dirajam 

(dilempari batu sampai ia mati). Sebagaimana disebutkan dalam hadis 

Nabi Muhammad Saw: 

                                                           
1 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37. 
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يْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ نَبُِِّ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أنُْزلَِ عَلَ 

لُقِيَ كَذَلِكَ, فَ لَمَّا سُر يَِ عَنْهُ الوحي كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَ ربََّدَ لَهُ وَجْهُهُ قاَلَ: فأَنُْزلَِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَ وْمٍ ف َ 

مِائةٍَ ثَُُّ رَجْمٌ  قاَلَ: خُذُوا عَنِّ  فَ قَدْ جَعَلَ اللََُّّ لََنَُّ سَبِيلًا الث َّيِ بُ بِِلث َّيِ بِ وَالْبِكْرُ بِِلْبِكْرِ الث َّيِ بُ جَلْدُ 

 بِِلِْْجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائةٍَ ثَُُّ نَ فْيُ سَنَةٍ 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a: Apabila wahyu 

diturunkan oleh Allah kepada beliau, raut wajah beliau tampak 

berubah menjadi sedih. Pada suatu hari diturunkan wahyu kepada 

beliau, beliau bersabda, “Terimalah hukum dariku. Sesungguhnya 

Allah telah memberikan jalan untuk mereka, yaitu hukum zina bagi 

orang yang sudah pernah menikah dan orang yang belum pernah 

menikah. Pezina yang sudah pernah menikah, didera seratus kali, 

kemudian dirajam dengan batu, sedangkan pezina yang belum 

pernah menikah, didera seratus kali kemudian dibuang selama satu 

tahun.2 

 

       Sedangkan pelaku penganiayaan dikenakan hukuman takzir, 

karena hanya penganiayaan ringan saja. Ada perbedaan pendapat dari 

beberapa ulama terkait hukuman takzir bagi pelaku penganiayaan. 

       “Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara takzir 

dengan kisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa 

qis}as} itu suatu hak alami. Sedangkan takzir adalah sanksi yang 

bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan 

hak jamaah. Beliau juga berpendapat takzir dapat dikenakan terhadap 

jarimah pelukaan yang kisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat 

dilaksanakan karena suatu sebab hukum”. 

                                                           
2 Mochtar Zoerni,Syinqithy Djamaluddin, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2002),  

563. 
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       “Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali 

mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berualangkali 

dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi 

takzir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi 

perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan 

kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus 

ditambah”.  

       “Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang 

kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman 

takzir”. 

Dan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:   

رِ الْْرَاَمِ وَالْْرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى الشَّهْرُ الْْرَاَمُ بِِلشَّهْ 

َ مَعَ الْمُتَّقِيَ  َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 

dihormati, berlaku hukum kisas Oleh sebab itu barang siapa yang 

menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 

terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah 

beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 194).3 

       Dari ayat Alquran diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukuman 

yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus sebanding dengan kejahatan 

yang dilakukannya.  

                                                           
3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2001), 47. 
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       Putusan hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap pelaku 

asusila dan penganiayaan ini lebih ringan dari tuntutan Oditur yaitu 

dengan menghukum pidana penjara selama 1 tahun dari tuntutan oditur  

yaitu 18 bulan  penjara, hal ini sangat tidak sesuai dengan undang-undang.  

       Penulis beranggapan bahwa hakim selaku penegak keadilan hanya 

menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi 

pelaku. Terlebih bila ditinjau dari sisi korban, yang harus menanggung 

beban, baik beban fisik, maupun beban psikologi yang diakibatkan 

tindakan dari pelaku, sedangkan didalam hukum Islam pelaku kejahatan 

diberikan  hukuman yang berat atau yang setimpal dengan kejahatannya, 

hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya 

kembali, dan untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan.  

       Oleh karena itu, sangatlah jelas perbedaan pemberian hukuman yang 

dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura jauh lebih 

ringan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam.   

 

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 

Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. 

       Dalam putusan hakim pengadilan negeri makasaar yang menyatakan 

bahwa terdakwa telah merusak masa depan korban dan telah membuat 

trauma seumur hidup. Penulis sependapat dengan hal yang memberatkan 

menurut Hakim tersebut, jika dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan,  
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jauh dari rasa keadilan. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada 

tujuan hukum secara umum. Pada dasarnya tujuan hukum ialah 

menegakkan keadilan, sehingga  ketertiban ketentraman masyarakat dapat 

diwujudkan.  

       Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung 

rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kasus ini Hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, seharusnya Hakim dapat 

memberikan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan atau 

memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam 

Undang-undang, yaitu didalam Pasal 281 ke-1 KUHP yang diancam 

dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk perbuatan asusila, dan Pasal 351 ayat 

(1) KUHP diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan. 

       Dilihat dari kedua pasal di atas, ancaman sanksi pidana pada Undang-

undang jauh lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang dijatuhkan 

oleh majelis hakim dalam putusan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang 

berlaku dalam lingkup peradilan yakni dalam menjatuhkan hukuman 

kepada pelaku tindak pidana jarang sekali mencapai hukuman maksimal 

dikarenakan hakim berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum/oditur 

militer. Seperti kasus yang dibahas dalam skripsi ini. 

       Dijatuhkannya sanksi hukum pada pelaku, maka secara tidak langsung 

hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum 

kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang 
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menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya 

pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya. 

       Seharusnya pihak pengadilan memberikan perlindungan setelah hakim 

menjatuhkan putusan di persidangan, tujuannya untuk memberikan 

pemulihan trauma yang berjangka panjang dan untuk memperbaiki masa 

depan korban.  


